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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Monumen Pers Nasional memiliki peran penting dalam sejarah dan perkembangan pers di 

Indonesia, yang di masa sekarang juga menjadi tempat wisata sejarah pers dengan keunggulan cagar 

budaya nasional yang telah ditetapkan secara resmi pada 22 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 210/M/2015. Selain hal tersebut, Monumen Pers 

Nasional juga menjadi lokasi layanan edukasi pada masyarakat terkait koleksi benda pers dan media 

cetak. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional Monumen Pers Nasional berada di bawah 

naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan bentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

Pada 5 November 2024, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) 

Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digital. Dalam Perpres dengan subjek 

dasar pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi tersebut (Pasal 51) mencabut 

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51). 

Perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Informatika menjadi Kementerian 

Komunikasi dan Digital kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan 

Digital. Sesuai dengan peraturan tersebut dijelaskan pada Bab XIX Unit Pelaksana Teknis Pasal 276 

Ayat (3) bahwa pengubahan organisasi dan tata kerja unit pelaksanan teknis yang telah menerapkan 

pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hal ini dapat menjadi pertimbangan ke depan untuk UPT Monumen Pers Nasional dalam 

menjalankan organisasi dengan menyesuaikan kebutuhan terhadap tantangan. 

Dengan adanya perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik 

menjadi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, pelaksanaan tugas dan fungsi UPT 

Monumen Pers Nasional terus berjalan dengan mempertahankan potensinya yang luar biasa sebagai 

aset penting yang harus tetap dijaga dan dikembangkan oleh pemerintah. 
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1.1.1. Tugas Pelestarian 

1. Monumen Pers Nasional berdiri sebagai peringatan lahirnya Persatuan Wartawan 

Indonesia di Surakarta pada 9 Februari 1946 yang merupakan tonggak perjuangan 

pers dalam menuju persatuan dan kesatuan bangsa demi terwujudnya cita-cita 

proklamasi kemerdekaan, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Monumen Pers Nasional bertujuan untuk mewariskan dan melestarikan sejarah pers 

bagi generasi bangsa selanjutnya. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional pasal 3 huruf (b), (c), (d), dan (e), 

yang menyebutkan Monumen Pers Nasional memiliki tugas dalam pengadaan dan 

pencatatan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah; penyimpanan dan 

pemeliharaan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah; pelaksanaan 

penghapusan dan pengalihan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah; serta 

pelaksanaan pengamanan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah. 

Hal ini sejalan dengan definisi Museum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 

2015 tentang Museum, bahwa Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, 

mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. 

Melalui adanya museum, masyarakat diharapkan dapat memahami nilai-nilai luhur 

sejarah bangsa di masa lalu yang dapat diterapkan di masa sekarang, sehingga keberadaan 

museum tidak hanya dianggap sebagai tempat penyimpanan barang-barang kuno bagi generasi 

muda. Oleh sebab itu, Monumen Pers Nasional harus terus berinovasi demi meningkatkan minat 

kunjungan masyarakat dan menjadi salah satu pilihan ruang publik yang edukatif serta inspiratif. 

1.1.2. Tugas Layanan Pubik kepada Masyarakat 

Layanan publik kepada masyarakat di Monumen Pers Nasional tertuang dalam pasal 3 

huruf (f), (g), dan (h) dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional, yang menyebutkan bahwa 

Monumen Pers Nasional memiliki tugas untuk pelaksanaan kerja sama pengelolaan koleksi dan 

produk pers yang bernilai sejarah; pelaksanaan pemanfaatan koleksi dan produk pers yang 

bernilai sejarah; serta pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Monumen Pers Nasional. Saat ini, 

indikator kinerja dari layanan publik di Monumen Pers Nasional terdiri dari jumlah kunjungan 



4  

(offline dan online) masyarakat dan hasil survei kepuasan masyarakat. Indikator tersebut 

menunjukkan capaian output yang dihasilkan oleh Monumen Pers Nasional, namun belum dapat 

mengukur capaian outcome yang bisa diberikan Monumen Pers Nasional kepada masyarakat. 

Diharapkan dengan adanya perubahan nomenklatur, maka Monumen Pers Nasional dapat 

mengembangkan layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Monumen Pers Nasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama ini berada di bawah 

naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika sampai sebelum adanya perubahan nomenklatur. 

Dengan demikian permasalahan yang dirumuskan dalam Naskah Akademik ini adalah: 

1. Bagaimana relevansi struktur organisasi eksisting terhadap perubahan nomenklatur yang 

berhubungan dengan peningkatan dan pengembangan kinerja Monumen Pers Nasional? 

2. Bagaimana strategi peningkatan inovasi, percepatan dan kualitas pelayanan Monumen 

Pers Nasional? 

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan dilakukannya kajian kelembagaan Monumen Pers Nasional adalah untuk: 

1. Mengkaji tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi Monumen Pers Nasional 

terhadap adanya perubahan nomenklatur; 

2. Merekomendasikan strategi peningkatan inovasi, percepatan dan kualitas pelayanan 

Monumen Pers Nasional. 

1.4. METODE 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini yaitu metode pendekatan 

deduktif dan analisis data. Pada umumnya metode penelitian pada Naskah Akademik menggunakan 

kajian teoritik dan kajian praktik empirik yang utamanya menggunakan  data  sekunder,  yang  

dianalisis  secara  kualitatif. Kajian teoritis akan dibahas mengenai peran museum dan peran pers 

secara umum. Kajian praktik empirik akan menjelaskan mengenai aspek kelembagaan museum di 

Indonesia dan pendalaman Monumen Pers Nasional sebagai salah satu museum yang mempunyai 

nilai lebih. 
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BAB II 

KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KAJIAN TEORITIS, DAN 

KAJIAN PRAKTEK EMPIRIK 

 

2.1 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran organisasi unit pelaksana teknis Kementerian dan 

Lembaga Pemerintah Nonkementerian harus dilakukan secara tepat fungsi, proses dan ukuran 

khususnya dalam mengedepankan profesionalisme penanganan tugas teknis operasional dan teknis 

penunjang. Monumen Pers Nasional sejak pertama kalinya didirikan hingga sekarang telah 

mengalami perubahan kebutuhan yang signifikan dan juga pemekaran fungsi dan volume demi 

menunjang profesionalisme kepegawaiannya. Dengan meningkatnya jumlah pengunjung Monumen 

Pers Nasional secara terukur dari tahun ke tahun, pelayanan museum ikut bertambah sehingga 

berdampak pada pengembangan kinerja unit pelaksana teknis. 

Perubahan nomenklatur Kementerian Komunikasi dan Digital diatur dalam Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 174 Tahun 2024 tentang Kementerian Komunikasi dan Digita dan Peraturan Menteri 

Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Komunikasi dan Digital. Perubahan nomenklatur ini tidak hanya merupakan perubahan 

simbolis namun juga sebagai bentuk kesiapan untuk menjawab tantangan di era digitalisasi. 

Monumen Pers Nasional sebagai pemelihara produk pers yang bernilai sejarah harus dapat 

mempertahankan dan mengembangkan koleksi melalui berbagai cara salah satunya adalah 

menggunakan kemajuan digital sebagai kekuatan dalam menjalankan tugas dan fungsi unit pelaksana 

teknis. 

 

2.2 KAJIAN TEORITIS TENTANG PERAN MUSEUM DAN PERAN PERS 

2.2.1. Peran Museum 

Jeffrey Abt (2006) menjelaskan bahwa sebagian besar catatan tentang sejarah museum 

dimulai dengan asal-usul etimologis “museum”. Museum dalam kata Yunani kuno merujuk pada 

situs pemujaan yang dikhususkan untuk kontemplasi (Mouseion), atau Museum Alexandria 

legendaris yang didirikan pada 280 SM. Dalam publikasi online Encyclopedia Britannica berjudul 

History of Museums, Geoffrey D. Lewis (n.d.) menyatakan bahwa penggunaan kata museum 

selama abad ke-19 dan sebagian besar abad ke-20 dilambangkan sebagai bangunan budaya 
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yang menyimpan benda budaya yang dapat diakses oleh masyarakat. 

Definisi Museum menurut PP Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum, Museum adalah 

lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan 

mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Konsep tentang museum mengalami 

perkembangan dari waktu ke waktu, demikian pula yang terjadi pada peran sosialnya. 

Berdasarkan perlakuan terhadap koleksi dan pandangan terhadap museum sebagai institusi, 

secara sederhana pembabakan sejarah museum didunia dapat dibagi menjadi tiga fase.  

Pembabakan berdasarkan perkembangan kajian museologi ini menyebut museum pada 

ketiga fase tersebut sebagai museum tradisional, museum modern atau ecomuseum, dan 

postmodern museum (Magetsari, 2011). Menurut Magetsari, perbedaan mendasar antara 

museum tradisional dan modern terletak pada fungsi dan orientasinya. 

Pada museum tradisional tujuan pendiriannya adalah ’sekedar’ untuk melestarikan 

koleksi sekaligus menyenangkan pemiliknya melalui eksibisi untuk publik. Sedangkan pada 

museum modern, terjadi pergeseran orientasi dari koleksi ke pengunjung. Museum telah beralih 

fungsi menjadi ikon budaya dengan misi khusus membekali masyarakat dengan identitas dan 

mensejahterakan mereka melalui stabilitas budaya. Sementara itu, museum di era pascamodern 

merupakan wujud penyempurnaan dari museum modern. Dengan lebih memacu keikutsertaan 

pengunjung dalam menginterpretasi apa yang dilihat. Museum pascamodern dikelola dengan 

orientasi bisnis yang pada prakteknya lebih menitikberatkan manajemen dan marketing dalam 

menghadapi tantangan sosio-kultural yang semakin kompleks. 

2.2.2. Museum Sebagai Ruang Publik 

Museum tidak lagi bertindak sebagai lembaga edukasi informal semata. Namun sebagai 

ruang publik tempat budaya dan kelompok masyarakat yang berbeda saling bertemu dan 

berhubungan. Untuk menjelaskan hal ini, Clifford meminjam istilah contact zone dari Mary Lousie 

Pratt untuk menekankan interaktivitas alamiah dari hubungan antara berbagai kelompok 

masyarakat, pemangku kepentingan, dan museum. Sebagai ”zona hubungan” (contact zone), 

fungsi-fungsi museum lebih sebagai ruang permeabel pertemuan transtruktural daripada sebagai 

institusi yang secara ketat dibatasi oleh tugas menyebarkan pengetahuan kepada 

pengunjungnya. Clifford menuangkan kembali konsep museum sebagai ruang dimana 

kebudayaan dan kelompok masyarakat yang berbeda saling bersinggungan, berinteraksi, dan 

saling dipengaruhi oleh pertemuan itu (Mason, 2006). 

2.2.3. Museum Sebagai Agen Perubahan 

Dengan adanya pergeseran orientasi, dari yang semula hanya berfokus pada koleksi 
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hingga berusaha memenuhi tuntutan kebutuhan baru untuk menjadi relevan dengan masyarakat, 

museum juga mengalami perubahan peran edukasi dan sosial. Bahkan, dalam tingkatan tertentu 

museum dianggap sebagai institusi yang mengampu peran perubahan sosial. Biasa disebut agen 

perubahan (agent of change). Dalam menjalani peran sosial ini, kini museum dituntut untuk 

semakin terbuka terhadap berbagai kelompok dalam masyarakat. Keadaan inilah yang akhirnya 

memunculkan istilah ’museum inklusif’, yang menurut R. Sandell dalam Mensch (2003) hampir 

sama dengan konsep museum komunitas. 

”The goal of the inclusive museum is to achieve cultural inclusion by 

representation of, and participation and access for those individuals or 

communities that are often excluded...in general, a museum should play a role in 

generating social change by engaging with and empowering people to determine 

their place in the world, educate themselves to achieve their potential, play a full 

part in society and contribute to reforming it in the future.” (Mensch, 2003:8) 

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan dari museum inklusif adalah untuk 

mencapai inklusi budaya. Melalui representasi tentang individu, atau komunitas yang sering 

diabaikan, serta partisipasi dan akses bagi mereka. Secara umum, museum harus berperan 

dalam menghasilkan perubahan sosial. Melalui keterlibatannya dengan masyarakat, dan 

memberdayakan masyarakat untuk menentukan posisi mereka di dunia. Mendidik diri mereka 

untuk mencapai potensi mereka. Berperan penuh dalam masyarakat, serta memberikan 

kontribusi untuk perbaikan masyarakat pada masa depan. Dalam hal ini, penyandang disabilitas 

termasuk ke dalam individu dan komunitas yang sering diabaikan keberadaannya dalam 

kehidupan masyarakat pada umumnya. 

 

2.2.4. Pengertian Pers 

Pengertian Pers secara umum adalah media massa yang melaksanakan kegiatan 

jurnalistik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar serta data grafik dengan menggunakan media 

elektronik dan media cetak dan lain-lain. 

Menurut Weiner, pengertian pers menurut para ahli mengatakan bahwa pengertian pers 

adalah wartawan cetak atau media cetak publisitas atau peliputan berita, dan media mesin cetak. 

Pengertian pers menurut Oemar Seno Adji, pakar komunikasi membagi pengertian pers dalam 

arti sempit adalah penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan, atau berita-berita dengan kata bertulis, 

sedangkan pengertian pers dalam arti luas adalah memasukkan didalamnya sebuah media mass 

communication yang memancarkan pikiran dan dan perasaan orang baik dengan kata yang 

tertulis maupun dengan lisan. 
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Pengertian Pers menurut UU No 40 Tahun 1999 yang berbunyi bahwa pengertian pers 

adalah lembaga sosial atau wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik 

yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi 

baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam 

bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak atau media elektronik, dan segala jenis 

saluran yang tersedia. 

 

2.2.5. Peranan Pers 

Peranan Pers sudah terdapat dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 dan berikut ini adalah 

poin-poin tentang peranan pers: 

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi; 

2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum 

dan hak asasi manusia serta menghormati kebhinekaan; 

3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan 

benar; 

4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan 

dengan kepentingan umum; 

5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran. 

 

2.3. KAJIAN PRAKTEK EMPIRIK 

2.3.1. Aspek Kelembagaan Museum di Indonesia dan Monumen Pers Nasional ke Depan 

 
Museum dapat didirikan oleh Instansi Pemerintah, Yayasan, atau Badan Usaha yang 

dibentuk berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yaitu PP Nomor 66 Tahun 

2015 Tentang Museum, maka pendirian museum harus memiliki dasar hukum seperti Surat 

Keputusan bagi museum pemerintah dan akta notaris bagi museum yang diselenggarakan  oleh  

swasta.  Bila  perseorangan berkeinginan mendirikan museum, maka dia harus membentuk 

yayasan terlebih dahulu. 

Berdasarkan ICOM (International Council of Museum), museum dapat dibedakan menjadi 

empat  jenis menurut instansi yang berwenang dan keuangannya, yaitu: 

● Museum Pemerintah, yaitu museum yang didirikan oleh pemerintah pusat, daerah 

atau badan/instansi pemerintah; 

● Museum swasta (private), yaitu museum yang didirikan oleh organisasi swasta, ada 

yang untuk kepentingan mencari profit; 
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● Museum Nonprofit/Nirlaba (independent), merupakan museum yang didirikan oleh 

organisasi nirlaba; 

● Museum Universitas, yaitu museum yang berada dibawah kampus atau universitas, 

biasanya didirikan untuk kepentingan pendidikan umum. 

 Di Indonesia, Museum yang ada saat ini adalah Museum Pemerintah dan Swasta. 

Kelembagaan pengelolaan Museum yang biasa diterapkan adalah: 

● Yayasan; 

● UPT (Unit Pelaksana Teknis); 

● BLU (Badan Layanan Umum); 

● Badan Usaha (swasta, perusahaan, PT). 

Perbandingan keempat lembaga tersebut disajikan dalam tabel berikut: 

 

 Yayasan UPT BLU Badan Usaha 

Pimpinan Ketua Yayasan Kepala Direktur Pimpinan 
Perusahaan 
(Direktur) 

Bertanggung 
jawab ke 

Dewan Pembina Kepala Badan/ 
Pusat/Direktur/ 
Direktur Jenderal 

Kepala Badan/ 
Pusat/Direktur/ 
Direktur Jenderal 

Pemegang 
Saham/ 
Komisaris 

Sumber 
Keuangan 

Swadaya, donasi 
(di luar dana resmi 
pemerintah) 

APBN APBN, Non-APBN Penjualan Tiket, 
Modal, 
Masyarakat 

Profit Profit, Nonprofit Nonprofit Profit tidak 
diutamakan 

Profit 

Status 
Kepegawaian 

Pegawai Yayasan PNS PNS, Non-PNS Pegawai Swasta 

Tabel 2.1. Perbandingan Kelembagaan Pengelola Museum 

 
Dalam tabel perbandingan di atas, pengelolaan museum dibagi berdasarkan sumber 

keuangan, profit, sumber daya manusia, dan kepala/pimpinan museum. Pembagian ini memiliki 

peran masing-masing dalam menjalankan sebuah museum. 
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BAB III 

DESKRIPSI UNIT PELAKSANA TEKNIS YANG AKAN DIUBAH 
 

 

3.1. TUGAS DAN FUNGSI 

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 tahun 2022 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional adalah sebagai berikut: 

3.1.1. Tugas 

Dalam Pasal 2 berbunyi bahwa Monumen Pers Nasional mempunyai tugas 

melaksanakan pelestarian dan pengelolaan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah. 

3.1.2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Monumen Pers 

Nasional menyelenggarakan fungsi: 

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan Monumen Pers 

Nasional; 

2. pengadaan dan pencatatan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah; 

3. penyimpanan dan pemeliharaan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah; 

4. pelaksanaan penghapusan dan pengalihan koleksi dan produk pers yang bernilai 

sejarah; 

5. pelaksanaan pengamanan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah; 

6. pelaksanaan kerja sama pengelolaan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah; 

7. pelaksanaan pemanfaatan koleksi dan produk pers yang bernilai sejarah; 

8. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan Monumen Pers Nasional; dan 

9. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, keuangan, kepegawaian, 

perlengkapan, dan rumah tangga, serta hubungan masyarakat. 

3.1.3. Eselonisasi 

Sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional hingga saat ini, Kepala 

Monumen Pers Nasional adalah jabatan struktural eselon IIIa. 
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3.2. KEDUDUKAN UPT DALAM ORGANISASI INDUK 

Kedudukan UPT Monumen Pers Nasional dalam Organisasi Induk, berdasarkan Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Monumen Pers Nasional, dijelaskan dalam Bab I, mengenai Kedudukan Tugas dan Fungsi pada  

Pasal 1, menyebutkan bahwa: 

1. Monumen Pers Nasional merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal 

Informasi dan Komunikasi Publik (yang saat ini menjadi Direktorat Jenderal Komunikasi 

Publik dan Media) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal 

Informasi dan Komunikasi Publik (yang saat ini menjadi Direktur Jenderal Komunikasi Publik 

dan Media). 

2. Monumen Pers Nasional secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jenderal 

Informasi dan Komunikasi Publik (yang saat ini menjadi Sekretaris Direktorat Jenderal 

Komunikasi Publik dan Media). 

3. Monumen Pers Nasional dipimpin oleh Kepala. 

3.3. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ALOKASI KEPEGAWAIAN 

Monumen Pers Nasional memiliki pegawai yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Kementerian Komunikasi dan Digital dan Pegawai Pemerintah Non-ASN dengan jumlah dan 

komposisi sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 
 

 

Tabel 3.1. Data Pegawai Monumen Pers Nasional (2024) 

Berikut adalah komposisi latar belakang pendidikan pegawai Monumen Pers Nasional 

khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPPK: 

JENIS PENDIDIKAN JUMLAH 

Sarjana Muda / D3 4 

Sarjana  16 

Pascasarjana 8 

Total Jumlah Pegawai (orang) 28 

Tabel 3.2. Latar Belakang Pendidikan Pegawai ASN Monumen Pers Nasional 

NO. URAIAN ASN NON-ASN JUMLAH 

1 Kepala Monumen Pers Nasional 1  1 

2 Kasubbagian Tata Usaha 1  1 

3 Jabatan Fungsional 14  14 

4 Pelaksana (JFU) 12  12 

5 Tenaga Pendukung  11 11 

Jumlah Pegawai (orang) 28 11 39 
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3.4. STRUKTUR ORGANISASI 

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 tahun 

2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional  dan Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan 

Informatika Nomor 6 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional adalah 

sebagai berikut: 

a. Pada Bab I Pasal 1 Ayat (3) disebutkan bahwa Monumen Pers Nasional dipimpin oleh 

Kepala; 

b. Pada Bab II Pasal 4 tentang Susunan Organisasi, Monumen Pers Nasional terdiri atas (1) 

Subbagian Tata Usaha dan (2) Kelompok Jabatan Fungsional; 

c. Pada Bab VI Pasal 15 tentang Jabatan menjelaskan bahwa (1) Kepala Monumen Pers 

Nasional merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b dan (2) 

Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b. 

d.  

Bagan 3.1. Struktur Organisasi Monumen Pers Nasional (Peraturan Menteri Komunikasi 

dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022) 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, struktur organisasi 

UPT Monumen Pers Nasional menyesuaikan struktur organisasi yang terdapat di Eselon 1 Direktorat 

Jenderal Komunikasi Publik dan Media yaitu : 

 

Kepala 

Subbagian 
Tata 

Usaha  

Kelompok 
Jabatan Fungsional 

Tertentu 
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Bagan 3.2. Struktur Organisasi Monumen Pers Nasional (Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital 
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital) 

 

3.5. KETERKAITAN DENGAN ORGANISASI INDUK 

 UPT Monumen Pers Nasional adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal 

Informasi dan Komunikasi Publik (yang saat ini menjadi Direktorat Komunikasi Publik dan Media), 

Kementerian Komunikasi dan Informatika (yang saat ini menjadi Kementerian Komunikasi dan 

Digital). Keterkaitannya dengan organisasi induk dapat dijelaskan melalui tugas dan fungsi berikut: 

3.5.1. Organisasi Induk: Kementerian Komunikasi dan Digital 

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Digital, 

Kementerian memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut: 

1. Tugas  

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

komunikasi dan informasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan negara. 

2. Fungsi 

Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian menyelenggarakan fungsi: 

a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur 

 

Kepala 

Subbagian  
Tata  

Usaha 

Kelompok 
Jabatan Fungsional 

Tertentu 
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digital, teknologi pemerintah digital, ekosistem digital, pengawasan ruang digital, 

pelindungan data pribadi, dan komunikasi publik dan media; 

b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan 

Kementerian di daerah; 

c. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; 

d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab 

Kementerian; 

e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; 

f. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital; 

g. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi 

di lingkungan Kementerian; dan 

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. 

 
Sehingga Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran strategis dalam 

pengelolaan komunikasi dan teknologi informasi di Indonesia, mulai dari regulasi telekomunikasi 

hingga penyebaran informasi publik. Dalam pelaksanaannya, Kementerian Komunikasi dan 

Digital bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pers dan industri 

telekomunikasi. 

3.5.2. Peran dan Keterkaitan UPT Monumen Pers Nasional 

 Sebagai bagian dari Kementerian Komunikasi dan Digital, UPT Monumen Pers Nasional 

berperan dalam pelestarian sejarah pers nasional serta edukasi dan penyebaran informasi 

publik. Tugas dan fungsinya mendukung organisasi induk dengan cara berikut: 

● Pelestarian dan Dokumentasi Sejarah Pers 

1. Mengelola koleksi arsip, artefak, dan dokumen pers nasional; 

2. Menyediakan layanan museum dan perpustakaan bagi masyarakat dan peneliti; 

3. Mendukung program Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media dalam 

pengelolaan media dan informasi sejarah pers; 

4. Mendokumentasikan bukti terbit media massa seperti surat kabar, tabloid dan 

majalah mulai dari sebelum kemerdekaan hingga sekarang; 

● Pendidikan dan Literasi Pers 

1. Menyelenggarakan seminar, pameran, dan program edukasi terkait pers; 

2. Meningkatkan literasi media dan informasi bagi masyarakat, mendukung program 

edukasi sejarah pers. 
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3.5.3. Peta Proses Bisnis 

 Dalam menjalankan tugasnya, Monumen Pers Nasional memiliki peta proses bisnis yang 

selaras dengan kebijakan Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (yang saat ini 

menjadi Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media). Proses bisnis ini mencakup: 

1. Pengelolaan koleksi benda sejarah pers; 

2. Pelayanan publik dalam bidang informasi, wisata edukasi dan literasi pers; 

3. Pengembangan museum sebagai ruang publik; 

4. Kerja sama dengan Lembaga Pers dan Akademisi; 

5. Pelaporan dan evaluasi kepada Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media. 

 Dengan demikian, UPT Monumen Pers Nasional memiliki peran strategis dalam 

mendukung tugas Kementerian Komunikasi dan Digital, khususnya dalam bidang museum 

berbasis wisata edukasi pers. 

3.6. PENYEDIA SARANA, PRASARANA, DAN ANGGARAN 

3.6.1. Kebutuhan Sarana Prasarana 

Kebutuhan sarana prasarana pendukung layanan publik Monumen Pers Nasional 

disediakan dalam rangka menyediakan fasilitas yang nyaman bagi pengunjung dan pengguna 

layanan. Layanan yang disediakan berdasarkan Keputusan Kepala Monumen Pers Nasional 

Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Monumen Pers Nasional, yaitu: 

a. Layanan Kunjungan Museum 

b. Layanan Perpustakaan 

c. Layanan Baca Media Cetak 

 

Sarana dan prasarana pendukung yang menjadi bagian dari fasilitas layanan antara lain: 

Layanan Kunjungan Museum Layanan Perpustakaan Layanan Baca Media Cetak 

1. Resepsionis: 

a. Meja resepsionis 

b. 1 set komputer 

c. Sofa tunggu pengunjung 

1. Perpustakaan Utama: 

a. Buku Umum, Buku Referensi 

b. Ruang Baca dan 

Fasilitasnya 

1. Papan baca 

2. Teras baca 

3. Ruang baca 

4. AC 
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d. Rak penitipan barang 

pengunjung 

e. ATK 

f. Flyer promosi  

g. Standing AC 

h. Tempat sampah 

i. Air minum untuk 

pengunjung 

 

2. Area Museum: 

a. Petunjuk arah 

b. Jalur evakuasi 

c. Ramp jalur disabilitas 

d. Ruangan ber-AC 

e. Toilet 

f. Mushola 

g. Akses WiFi bagi pengunjung 

h. Lahan parkir 

i. APAR 

j. Kamera pengawas 

k. Lift 

n. Tempat sampah 

c. AC 

d. Jaringan WiFi 

e. Katalog Komputer (OPAC) 

f. Meja Kursi Baca 

g. Lemari/Rak buku 

h. Loker Penitipan Barang 

i. Tempat sampah 

j. Air minum untuk 

pengunjung 

 

2. Perpustakaan Anak: 

a. Buku Anak 

b. Mainan Edukatif Anak 

c. Crayon/Pensil Warna 

d. TV/Video Edukatif Anak 

e. Bean Bag 

f. Karpet Evamatte 

g. Air minum untuk 

pengunjung 

h. Rak Sepatu 

i. Tempat sampah 

 

5. WiFi 

6. Koleksi Koran Hari Ini 

7. Koleksi Media Cetak dua 

tahun terakhir 

8. Komputer 

9. Buku Tamu Teras Baca 

10. Meja/kursi baca 

11. Kipas Angin (teras baca) 

12. Masker 

13. Sarung tangan 

14. Tempat Sampah 

15. Rak Koran Teras Baca 

16. Rak penyimpanan arsip 

media cetak 

17. Air minum untuk 

pengunjung 

 

Tabel 3.3. Tabel Sarana dan Prasarana Layanan Monumen Pers Nasional 

3.6.2. Anggaran 

3.6.2.1. Pengelolaan Barang Milik Negara 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan 

Media, Kementerian Komunikasi Publik dan Media, Monumen Pers Nasional 

melaksanakan fungsi penatausahaan Barang Milik Negara sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku seperti UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, PP No. 27 

Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. 

Sampai dengan tahun 2024 tercatat nilai aset Monumen Pers Nasional sebesar 

Rp. 58.506.878.128,- yang terdiri dari Tanah senilai Rp. 46.340.115.000,- ; Gedung dan 

Bangunan senilai Rp. 10.117.907.209,- ; Peralatan dan Mesin senilai Rp. 

11.232.196.401,-. Aset Barang Milik Negara tersebut tercatat dalam SIMAK BMN dan 

SAIBA. 

3.6.2.2. Pengelolaan Keuangan 
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Sesuai dengan UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1/2004 

tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 24/2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan, maka Monumen Pers Nasional sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat 

Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika 

melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di lingkungan instansi pemerintah. 

Pada tahun 2018, Monumen Pers Nasional mendapat penghargaan dari Menteri 

Komunikasi dan Informatika peringkat 2 IKPA terbaik kategori pagu <10 Miliar. 

Sedangkan pada tahun 2019, Monumen Pers Nasional mendapat penghargaan 

peringkat 1 IKPA terbaik kategori pagu 10 s.d 25 Miliar. 

Pada tahun 2024 Monumen Pers Nasional mengelola anggaran sebesar Rp. 

12.310.050.000,- dengan realisasi anggaran mencapai 96.45% atau senilai Rp. 

11.872.541.733,-. 

 

Gambar 3.1 Realisasi Anggaran 2024 

Capaian Penilaian Kinerja Monumen Pers Nasional pada tahun 2024 adalah 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4. Capaian Penilaian Kinerja Monumen Pers Nasional pada 2024 

 

3.7. PERBEDAAN TUGAS DAN FUNGSI DENGAN ORGANISASI INDUK, UPT LAINNYA, DAN 

URUSAN PEMERINTAH DAERAH 

Uraian Target Capaian 

Jumlah Pengunjung 100.000 
Fisik : 53.266 

Virtual : 124.465 

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat 89 92.08 

Nilai UAKPA 80 95 

Nilai IKPA 90 86.71 

Nilai Survei Kepuasan Layanan 
Kesekretariatan 

80 76.28 
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Monumen Pers Nasional memiliki tugas dan fungsi yang spesifik dibandingkan dengan 

organisasi induk, UPT lain di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Pemerintah Daerah. 

Beberapa perbedaan tugas dan fungsi, di antaranya sebagai berikut: 

3.7.1. Perbedaan dengan Organisasi Induk 

Aspek UPT Monumen Pers Nasional Kementerian Komunikasi dan Digital 

Tugas Utama Pelestarian sejarah pers 

nasional dan edukasi publik 

tentang pers 

Menyelenggarakan urusan komunikasi dan 

informasi nasional 

Fokus Kerja Mengelola museum, arsip, dan 

literasi pers 

Regulasi dan kebijakan komunikasi publik, 

telekomunikasi, serta digitalisasi nasional 

Skala 

Operasional 

Spesifik pada bidang pers dan 

komunikasi publik 

Nasional, mencakup regulasi seluruh aspek 

komunikasi dan teknologi informasi 

Kewenangan Pelayanan langsung kepada 

masyarakat dan komunitas 

pers 

Membuat kebijakan, regulasi, dan 

pengawasan di tingkat nasional 

Tabel 3.5. Perbedaan Monumen Pers dan Organisasi Induk. 

UPT Monumen Pers Nasional berperan dalam pelestarian dan edukasi sejarah pers 

nasional, lebih spesifik dalam pengelolaan museum, arsip dan pelayanan literasi pers. 

Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki cakupan lebih luas, mengatur regulasi dan 

kebijakan terkait komunikasi, media, dan telekomunikasi secara nasional. 

3.7.2. Perbedaan dengan UPT Lain di Bawah Kementerian Komunikasi dan Digital 

Selain Monumen Pers Nasional, terdapat UPT lain di bawah Kementerian Komunikasi 

dan Digital yang memiliki tugas berbeda, seperti Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio 

(Balmon) dan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP). 

Aspek UPT Monumen Pers 
Nasional 

Balmon (Balai 
Monitoring Spektrum 

Frekuensi Radio) 

BPSDMP (Balai 
Pengembangan SDM & 

Penelitian Komdigi) 

Fokus Utama Pelestarian sejarah 
pers, pengelolaan 
museum, dan edukasi 
pers 

Pengawasan dan 
pengendalian penggunaan 
spektrum frekuensi radio 

Pengembangan SDM dan 
penelitian di bidang 
komunikasi & informatika 
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Cakupan 
Kerja 

Sejarah pers dan 
komunikasi publik 

Regulasi dan teknis 
penggunaan frekuensi 
radio 

Pendidikan, pelatihan, dan 
riset digital 

Target 
Sasaran 

Masyarakat umum, 
wartawan, akademisi 

Operator telekomunikasi, 
penyiaran, instansi 
pemerintah 

ASN, mahasiswa, 
profesional di bidang TIK 

Bentuk 
Kegiatan 

Pameran, seminar 
pers, pengelolaan 
museum dan 
perpustakaan 

Pemantauan frekuensi 
radio, penindakan 
terhadap interferensi 

Pelatihan, sertifikasi, dan 
riset kebijakan digital 

Tabel 3.6. Perbedaan Monumen Pers dan UPT Lain. 

UPT Monumen Pers Nasional lebih berfokus pada pelestarian sejarah pers, pengelolaan 

museum, dan edukasi pers. Balmon menangani pengawasan teknis spektrum frekuensi radio. 

BPSDMP bertanggung jawab atas pengembangan SDM dan penelitian di bidang komunikasi 

dan informatika. 

3.7.3. Perbedaan dengan Urusan Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah (Pemda) juga memiliki tugas dalam bidang komunikasi, tetapi lebih 

bersifat administratif dan pelayanan lokal. 

Aspek UPT Monumen Pers Nasional Pemerintah Daerah (Dinas Kominfo di 
Provinsi/Kota/Kabupaten) 

Fokus Utama Pelestarian sejarah pers dan 
edukasi komunikasi publik 

Pelayanan komunikasi dan informatika di 
daerah 

Kewenangan Nasional, berkaitan dengan 
sejarah pers di seluruh Indonesia 

Pengelolaan informasi publik, media 
daerah, dan infrastruktur digital di 
wilayahnya 

Bentuk Kegiatan Pameran, pengelolaan museum 
dan literasi pers 

Penyebaran informasi publik, pengelolaan 
website resmi daerah, pengawasan media 
lokal 

Koordinasi Dengan Kemenkomdigi, lembaga 
pers, dan komunitas wartawan 

Dengan pemerintah pusat, media lokal, 
serta instansi daerah lainnya 

Tabel 3.7. Perbedaan Monumen Pers Nasional dengan Pemerintah Daerah. 

UPT Monumen Pers Nasional berfokus pada sejarah pers nasional, bukan regulasi atau 

layanan komunikasi daerah. Pemerintah daerah menangani komunikasi dan informasi untuk 

masyarakat lokal, seperti keterbukaan informasi publik dan pengelolaan media daerah. Secara 

garis besar dapat disimpulkan beberapa perbedaan tersebut, di antaranya yaitu: 
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● UPT Monumen Pers Nasional memiliki tugas spesifik dalam pelestarian sejarah pers 

dan edukasi komunikasi publik; 

● Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai organisasi induk memiliki cakupan lebih 

luas dalam regulasi komunikasi dan teknologi informasi nasional; 

● UPT lain di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki tugas berbeda, 

seperti pengawasan spektrum frekuensi (Balai Monitoring) dan pengembangan SDM 

digital (BPSDMP); 

● Pemerintah daerah memiliki tugas lebih administratif dan lokal dalam pengelolaan 

komunikasi publik dan media daerah. 

3.7.4. Kegiatan Strategis dan Kegiatan Utama Monumen Pers Nasional 

3.7.4.1. Kegiatan Strategis 

Saat ini kegiatan strategis Monumen Pers Nasional berupa pelayanan informasi 

kepada masyarakat mengenai Monumen Pers Nasional dan produk pers nasional 

bernilai sejarah. Beberapa kegiatan utama yang diantaranya merupakan kegiatan 

berskala nasional seperti keikutsertaan dalam Hari Pers Nasional setiap tahun, 

pengumpulan produk pers bernilai sejarah dari berbagai provinsi di Indonesia maupun 

digitalisasi surat kabar dan majalah dari berbagai penerbit surat kabar dan majalah di 

Indonesia. 

3.7.4.2. Kegiatan Utama 

3.7.4.2.1. Pelayanan Publik 

Bentuk pelayanan publik diatur dalam Surat Keputusan Menteri 

Komunikasi dan Informatika Nomor 555 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik 

di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalam 

lampirannya menyebutkan bentuk layanan publik terkait (19) Layanan Informasi 

mengenai Monumen Pers Nasional dan produk pers nasional yang bernilai 

sejarah adalah: 

1. Penyajian benda bersejarah dan dokumentasi terkait pers 

Indonesia; 

2. Papan Baca Media Cetak; 

3. Media Center (layanan internet gratis); dan 

4. Buku Pustaka. 
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Dalam pelaksanaan pelayanan publik, Monumen Pers Nasional 

merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

Bagian Kedua Pasal 8 Ayat (2) yang menyebutkan sekurang-kurangnya 

penyelenggaraan pelayanan publik meliputi: 

1. Pelaksanaan pelayanan; 

2. Pengelolaan pengaduan masyarakat; 

3. Pengelolaan informasi; 

4. Pengawasan internal; 

5. Penyuluhan kepada masyarakat; dan 

6. Pelayanan konsultasi. 

Sesuai perkembangan kebutuhan penggunaan layanan, kewajiban 

Monumen Pers Nasional sebagai penyelenggara pelayanan publik yang sudah 

dilaksanakan antara lain: 

1. Telah ditetapkan Keputusan Kepala Monumen Pers Nasional 

Nomor 26 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Monumen Pers 

Nasional yang menetapkan Standar Pelayanan Monumen Pers 

Nasional terdiri dari (a) Layanan Kunjungan Museum; (b) Layanan 

Perpustakaan; dan (c) Layanan Baca Media Cetak; 

2. Telah ditetapkan maklumat pelayanan dan sudah dipublikasikan 

baik di lingkungan Monumen Pers Nasional, maupun melalui 

website Monumen Pers Nasional; 

3. Informasi Pelayanan Publik Monumen Pers Nasional dapat 

diakses melalui website dan seluruh media sosial Monumen Pers 

Nasional; 

4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas Pelayanan 

Publik dilakukan sesuai mekanisme pengelolaan Barang Milik 

Negara; 

5. Pemberian pelayanan khusus kepada masyarakat dilakukan 

secara bertahap, seperti penyediaan jalur kursi roda pada Gedung 

Induk Monumen Pers Nasional; 

6. Biaya/Tarif, dalam pemberian pelayanan publik Monumen Pers 

Nasional tidak mengenakan biaya/tarif sesuai standar pelayanan 

yang sudah ditetapkan; 

7. Dalam rangka meningkatkan profesionalitas petugas pelaksana 
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pelayanan, telah dilakukan sertifikasi pemandu museum kepada 

40 pegawai (PNS dan PPNPN) dan pelatihan Bahasa Isyarat 

Indonesia kepada 19 petugas layanan; 

8. Pengelolaan pengaduan dilakukan melalui media kotak 

pengaduan, website, SPAN Lapor!, media sosial dan admin 

WhatsApp dan setiap pengaduan pelayanan sudah ditindaklanjuti; 

9. Penilaian kinerja pelayanan dilakukan melalui PEKPPP Yanlik, 

SKM dan penilaian kinerja organisasi.  

3.7.4.2.2. Kerja Sama 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Monumen Pers Nasional 

juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait baik instansi pemerintah 

maupun swasta di antaranya dengan Sekolah Vokasi UGM dalam bidang 

praktek kerja lapangan mahasiswa, LKBN Antara dalam bidang koleksi foto 

jurnalistik, serta Dinas Pemerintah Kota Surakarta dalam hal kerjasama 

kegiatan dan pelayanan masyarakat. 

3.7.4.2.3. Pengawetan Koleksi Arsip Bukti Terbit Media (Digitalisasi) 

Pengawetan koleksi arsip bukti terbit media (digitalisasi) dalam 

rangka pelestarian sumber informasi literasi media. Digitalisasi dilakukan 

dengan swakelola dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber 

daya TI (Teknologi Informasi) yang dimiliki. Prioritas digitalisasi adalah koleksi-

koleksi arsip yang berusia diatas 20 (dua puluh tahun) dikarenakan usia 

ketahanan kertas yang cukup terbatas. Sampai dengan tahun 2021 tercatat 

761.354 koleksi surat kabar dan surat kabar telah terdigitalisasi. 

3.7.4.2.4. Pengembangan Layanan Publik 

Monumen Pers Nasional sebagai salah satu satuan kerja anggota 

kelompok kerja Layanan Publik Kementerian Komunikasi dan Digital 

berkewajiban untuk mengembangkan layanan publik yang ada di lingkungan 

Monumen Pers Nasional. Upaya-upaya seperti monitoring dan evaluasi Standar 

Layanan dan SOP serta Inovasi dalam pengembangan layanan publik sangat 

diperlukan dalam rangka meningkatkan kepuasan masyarakat. Survei kepuasan 

dilakukan setiap tahun dalam rangka menjaring masukan, kritik dan saran dari 

masyarakat terhadap pelayanan yang sudah berjalan.  
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Bentuk pengembangan layanan publik diantaranya virtual tour yang 

dapat diakses pengunjung  melalui https://mpn.komdigi.go.id/virtual2/. Selain itu 

juga dikembangkan layanan pencarian artikel pada arsip surat kabar terdigitasi 

melalui link https://mpn.komdigi.go.id/arsip/ dan layanan permintaan data artikel 

terdigitasi melalui link https://mpn.komdigi.go.id/request/.  

 
3.7.4.2.5. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pada tahun 2024 Monumen Pers Nasional mempunyai 39 pegawai 

yang terdiri atas: 28 orang ASN dan 11 orang Non-ASN. Pengembangan 

Sumber Daya Manusia dilaksanakan dilakukan dengan menugaskan SDM 

untuk mengikuti uji kompetensi dan diklat dalam rangka pengembangan SDM 

Monumen Pers Nasional. Seperti sertifikasi pemandu museum, sertifikasi 

pengadaan barang/jasa, pelatihan Bahasa Isyarat Indonesia, pendidikan dan 

pelatihan (diklat) manajemen ASN, Digital Talent Scholarship, Tugas Belajar, 

diklat Manajemen Keuangan Negara, diklat PPSPM, sertifikasi bendahara 

pengeluaran, diklat pustakawan dan lain sebagainya sesuai kebutuhan 

organisasi. 

 
3.7.4.2.6. Penambahan Koleksi 

Penambahan koleksi berupa benda-benda pers, peninggalan 

wartawan/tokoh pers serta arsip bukti terbit media dilakukan dalam rangka 

melengkapi koleksi sehingga informasi yang tersaji dapat tersaji secara lengkap. 

Penambahan koleksi dilakukan melalui pengadaan dan hibah dari para kolektor 

maupun masyarakat yang hendak menyumbangkan koleksinya untuk 

melengkapi koleksi Monumen Pers Nasional. Pada tahun 2021 tercatat 

penambahan koleksi surat kabar sebanyak 6706 eksemplar, sedangkan 

penambahan koleksi majalah sebanyak 155 eksemplar.

https://mpn.komdigi.go.id/virtual2/
https://mpn.komdigi.go.id/arsip/
https://mpn.komdigi.go.id/request/
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BAB IV 

DAMPAK PENGUBAHAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS 

 

4.1.     SDM APARATUR 

Kebutuhan akan sumber daya manusia (SDM) di sektor museum semakin penting seiring 

dengan berkembangnya industri pariwisata dan pelestarian budaya. Salah satu aspek penting 

dalam pengelolaan museum adalah keberadaan aparatur, yang memiliki peran strategis dalam 

manajemen dan pengambilan keputusan. SDM Aparatur di museum bertanggung jawab untuk 

memastikan bahwa fungsi-fungsi operasional berjalan secara efektif dan efisien. 

Aparatur di museum memiliki tugas utama untuk mengelola kebijakan, mengawasi 

program, serta bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengembangan museum. Mereka 

juga berperan dalam perumusan visi dan misi, pengelolaan koleksi, pengembangan pameran, 

pendidikan publik, serta penelitian ilmiah yang relevan dengan koleksi dan budaya yang 

dipamerkan. 

Kualifikasi yang dibutuhkan : 

● Pendidikan: Aparatur di museum umumnya diharapkan memiliki latar belakang 

pendidikan di bidang sejarah, arkeologi, seni, teknik atau manajemen budaya. Pendidikan 

pascasarjana dapat menjadi nilai tambah. 

● Pengalaman: Pengalaman dalam manajemen museum, penelitian, dan pengelolaan 

koleksi sangat diutamakan. Kemampuan untuk bekerja dalam tim dan memiliki 

pengetahuan tentang budaya serta hukum terkait pelestarian warisan budaya juga sangat 

penting. 

● Keterampilan: Keterampilan manajerial, kepemimpinan, serta kemampuan dalam 

perencanaan dan pengorganisasian sangat diperlukan. Selain itu, keterampilan 

komunikasi yang baik dan kemampuan untuk berinteraksi dengan berbagai pemangku 

kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan institusi internasional, juga sangat 

dibutuhkan. 

  Tantangan yang Dihadapi 

● Pendanaan dan Sumber Daya: Kurangnya dana untuk pengembangan museum 

seringkali menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas pelayanan dan koleksi. Untuk itu 

perlu mencari alternatif pembiayaan serta mengelola anggaran dengan bijak. 
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● Inovasi dan Teknologi: Pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan museum, seperti 

digitalisasi koleksi dan pembuatan pameran virtual, memerlukan kemampuan teknis yang 

tidak semua aparatur miliki. 

● Pelestarian Budaya: Menjaga keseimbangan antara pelestarian warisan budaya dan 

perkembangan zaman menjadi tantangan besar. Aparatur setingkat eselon IIIa harus 

mampu merumuskan kebijakan yang mempertimbangkan kedua aspek tersebut. 

Kebutuhan terhadap SDM aparatur di Monumen Pers Nasional sangat penting untuk 

menjamin kelangsungan dan perkembangan UPT ini sebagai lembaga yang berperan dalam 

pendidikan, penelitian, dan pelestarian budaya. Keberadaan aparatur yang kompeten, 

berpengalaman, dan memiliki keterampilan manajerial yang baik sangat mendukung keberhasilan 

museum dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dalam rekrutmen 

dan pengembangan SDM Monumen Pers Nasional sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan museum di masa depan. 

4.2. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan merupakan salah satu aspek krusial dalam pengelolaan museum, terutama 

untuk mendukung kelancaran operasional dan pengembangan jangka panjang. Adanya 

perubahan juga berperan penting dalam mengelola anggaran dan merencanakan penggunaan 

dana agar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Manajemen pembiayaan yang baik akan 

memastikan museum dapat beroperasi dengan efisien, menjaga koleksi, serta memberikan 

layanan yang optimal kepada pengunjung. 

Monumen Pers Nasional memiliki peran untuk bertanggung jawab dalam merumuskan dan 

mengelola anggaran tahunan, memantau penggunaan dana, serta memastikan bahwa alokasi 

dana sesuai dengan prioritas pengembangan museum. Mereka juga harus mengidentifikasi 

sumber-sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh museum, baik dari anggaran 

pemerintah, sponsor, donatur, maupun melalui kegiatan komersial yang dapat meningkatkan 

pendapatan museum. 

Sumber Pembiayaan Museum 

● Anggaran Pemerintah: Sebagian besar museum mendapatkan dana operasional dari 

anggaran negara atau daerah yang dialokasikan oleh pemerintah. Museum harus mampu 

menyusun proposal anggaran dengan tepat, menyampaikan laporan keuangan yang 

akurat, dan memastikan pengelolaan anggaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

● Sponsorship dan Donasi: Pendanaan eksternal melalui sponsor, mitra korporat, dan 
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donatur pribadi menjadi salah satu cara untuk mendapatkan dana tambahan. Museum 

harus memiliki kemampuan dalam membangun hubungan dengan pihak luar untuk 

memperoleh dukungan finansial. 

● Program Hibah: Museum juga dapat mengakses hibah dari organisasi internasional, 

lembaga pendidikan, atau lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung proyek khusus 

seperti konservasi, pameran, atau penelitian ilmiah. 

Kualifikasi dan Kompetensi Pembiayaan  

● Kemampuan Manajerial: Museum harus memiliki keterampilan dalam merencanakan, 

mengelola, dan memonitor anggaran secara efektif. Mereka harus dapat membuat 

keputusan yang bijak dalam menggunakan dana yang tersedia. 

● Pemahaman Regulasi Keuangan: Mereka harus memahami peraturan perundang-

undangan terkait pengelolaan dana publik dan prosedur administrasi yang sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku. 

● Keterampilan dalam Penggalangan Dana: Museum perlu memiliki kemampuan untuk 

bernegosiasi dengan sponsor, donatur, dan berbagai pihak yang mungkin tertarik untuk 

berkontribusi terhadap pengembangan museum. 

● Kemampuan Penyusunan Laporan Keuangan: Pembiayaan yang dikelola harus 

dilaporkan dengan transparan. Pengelola museum bertanggung jawab untuk memastikan 

laporan keuangan yang akurat, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku 

kepentingan. 

Tantangan dalam Pembiayaan Museum 

● Keterbatasan Dana: Seringkali, museum menghadapi keterbatasan dana yang 

menghambat pengembangan dan pemeliharaan koleksi atau fasilitas museum. Pengelola 

museum harus dapat mencari solusi kreatif dalam mengelola dana terbatas tersebut. 

● Ketergantungan pada Dana Pemerintah: Ketergantungan pada anggaran pemerintah 

dapat menghambat fleksibilitas dan keberlanjutan finansial museum. Diversifikasi sumber 

pendanaan sangat diperlukan agar museum dapat tetap beroperasi dengan baik. 

● Pengelolaan Dana yang Efisien: Pengelolaan dana yang efisien dan akuntabel harus 

dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi pemborosan dan dana dapat dimanfaatkan 

semaksimal mungkin untuk kegiatan museum. 

Pembiayaan yang harus dikelola sangat penting untuk mendukung kelancaran operasional 

dan pengembangan program-program yang ada. Keberhasilan dalam manajemen pembiayaan 

akan berkontribusi pada kualitas layanan museum kepada pengunjung, serta menjaga kelestarian 
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koleksi yang ada. Oleh karena itu, kemampuan dalam perencanaan anggaran, penggalangan 

dana, dan pengelolaan sumber daya keuangan sangat diperlukan dari aparatur untuk mencapai 

tujuan museum yang berkelanjutan dan efisien. 

4.3. PEMBERIAN LAYANAN 

Prosedur dalam pemberian layanan sangat mempengaruhi kualitas pelayanan yang 

diterima masyarakat. Pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang tepat dalam 

prosedur layanan publik dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan 

efisiensi pelayanan. Prosedur yang jelas dan transparan akan meningkatkan kepuasan 

masyarakat, sedangkan prosedur yang rumit atau tidak efisien dapat menyebabkan 

keterlambatan, kebingungannya masyarakat, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap 

instansi pemerintah. Monumen Pers Nasional memiliki peran penting dalam pengelolaan 

kebijakan operasional dan pengawasan prosedur layanan di instansi pemerintah. Mereka 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur yang ada berjalan dengan baik, mematuhi 

standar yang ditetapkan, serta menjaga kualitas dan transparansi dalam setiap layanan yang 

diberikan kepada masyarakat dan bertugas memastikan bahwa prosedur tersebut dapat diakses 

dan dipahami oleh masyarakat, agar pelayanan dapat berlangsung secara efektif. 

Prosedur pemberian layanan yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif 

yang besar terhadap kualitas pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Sebaliknya, prosedur yang tidak efisien 

atau rumit akan berdampak negatif pada kualitas layanan dan kepuasan masyarakat. Oleh karena 

itu, evaluasi dan perbaikan prosedur secara berkala sangat penting untuk menciptakan sistem 

layanan publik yang transparan, cepat, dan memenuhi harapan masyarakat. 

Dampak Positif Prosedur dalam Pemberian Layanan 

● Peningkatan Efisiensi: Prosedur yang jelas dan terstruktur dengan baik akan 

mempercepat proses pelayanan, mengurangi waktu tunggu, serta mengurangi risiko 

kesalahan dalam pelayanan. Hal ini memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang 

menginginkan layanan yang cepat dan akurat. 

● Transparansi dan Akuntabilitas: Prosedur yang terstandarisasi memastikan bahwa 

setiap langkah layanan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat dapat memahami 

proses yang harus dilalui dan merasa lebih percaya pada sistem yang ada. 

● Meningkatkan Kepuasan Masyarakat: Ketika prosedur layanan mudah dipahami dan 

diakses, masyarakat merasa dihargai dan terlayani dengan baik. Hal ini akan 

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap institusi pemerintah yang memberikan 
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layanan. 

● Pemenuhan Standar Kualitas: Prosedur yang sesuai dengan regulasi dan standar 

pelayanan publik akan memastikan bahwa layanan yang diberikan memenuhi harapan 

masyarakat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Untuk memaksimalkan dampak positif dari prosedur pemberian layanan, evaluasi rutin 

perlu dilakukan untuk mengidentifikasi prosedur yang kurang efisien atau membingungkan. 

Penyederhanaan prosedur juga penting agar masyarakat tidak merasa terhambat dalam 

mengakses layanan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengurangi jumlah langkah yang tidak 

perlu, memanfaatkan teknologi untuk mempercepat proses, serta menyusun prosedur yang 

mudah dipahami oleh semua pihak. 

Dampak Negatif Prosedur dalam Pemberian Layanan 

● Kompleksitas yang Menghambat: Prosedur yang terlalu rumit atau berbelit-belit dapat 

menyebabkan kebingungannya masyarakat dalam menjalani proses pelayanan, 

memperlambat waktu yang diperlukan untuk mendapatkan layanan, dan menciptakan 

frustasi. 

● Inefisien dan Lambat: Jika prosedur tidak diatur dengan baik, maka waktu yang 

diperlukan untuk memberikan layanan kepada masyarakat bisa menjadi sangat lama. Hal 

ini dapat mengurangi efisiensi dan efektivitas pelayanan, bahkan menyebabkan 

ketidakpuasan. 

● Tindak Pungli dan Kecurangan: Prosedur yang tidak transparan dan tidak jelas dapat 

membuka celah untuk praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti pungutan liar 

(pungli) atau penyalahgunaan wewenang yang berujung pada penurunan kepercayaan 

publik terhadap layanan pemerintah. 

● Meningkatnya Beban Administrasi: Prosedur yang terlalu banyak melibatkan 

administrasi yang rumit dapat menambah beban kerja bagi petugas layanan, yang pada 

gilirannya mempengaruhi kecepatan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

4.4. SARANA DAN PRASARANA 

  Monumen Pers Nasional bertanggung jawab dalam menganalisis dan mengidentifikasi 

kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung tujuan organisasi. Mereka juga harus 

menyusun strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, mengelola anggaran, serta memastikan 

bahwa fasilitas yang ada dapat mendukung kinerja dan pelayanan publik. Selain itu, tugas yang 

paling mendasar adalah memastikan bahwa sarana dan prasarana yang digunakan memenuhi 

standar keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan. 
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 Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana 

● Sarana (Peralatan dan Teknologi): Sarana meliputi peralatan kerja, perangkat teknologi 

informasi, perangkat komunikasi, dan alat-alat operasional lainnya yang mendukung 

kelancaran tugas. Pada UPT penting untuk memastikan bahwa peralatan dan teknologi 

yang digunakan mendukung efektivitas kerja, keamanan data, serta mobilitas aparatur. 

Contoh: Komputer, perangkat lunak manajemen, sistem keamanan informasi, jaringan 

komunikasi. 

● Prasarana (Fasilitas Fisik): Prasarana mencakup fasilitas fisik yang mendukung 

operasional, seperti gedung, ruang kerja, ruang pertemuan, parkir, dan fasilitas pendukung 

lainnya. Prasarana yang baik akan meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan 

keamanan bagi pegawai serta masyarakat yang dilayani. 

Contoh: Kantor, ruang rapat, toilet, area parkir, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. 

● Keterhubungan antara Sarana dan Prasarana: Untuk mendukung kinerja yang optimal, 

sarana dan prasarana harus terintegrasi dengan baik. Infrastruktur yang tidak memadai 

akan menghambat efektivitas sarana yang ada, dan sebaliknya, sarana yang tidak terawat 

dapat merusak fasilitas fisik yang ada. 

Identifikasi Kebutuhan dan Prioritas 

● Identifikasi Kebutuhan: UPT harus mampu melakukan pemetaan terhadap seluruh 

kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan fungsinya dalam organisasi. Analisis 

dilakukan berdasarkan jumlah pegawai, jenis layanan yang diberikan, serta kondisi fisik 

dan teknis dari sarana dan prasarana yang ada. 

● Penentuan Prioritas: Setelah kebutuhan diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah 

menyusun prioritas. Kebutuhan yang bersifat mendesak atau yang langsung berdampak 

pada efektivitas operasional harus menjadi prioritas utama. 

Contoh: Pemeliharaan peralatan yang rusak, pembaruan perangkat lunak yang usang, 

atau renovasi gedung yang sudah tidak layak. 

Roadmap Pengembangan Sarana dan Prasarana  

Roadmap pengembangan sarana dan prasarana merupakan rencana jangka panjang 

yang disusun untuk memenuhi kebutuhan yang telah dianalisis. Roadmap ini juga mencakup 

langkah-langkah konkret dan penjadwalan kegiatan yang harus dilaksanakan. 
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● Fase 1: Analisis dan Perencanaan (0—6 bulan): 

○ Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana secara menyeluruh. 

○ Melakukan studi kelayakan dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana yang ada. 

○ Menyusun anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk pengadaan dan 

pemeliharaan. 

● Fase 2: Pengadaan dan Implementasi (6—12 bulan): 

○ Mengadakan peralatan dan fasilitas sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. 

○ Melakukan perbaikan atau renovasi fasilitas fisik yang mendukung operasional. 

○ Implementasi sistem baru yang mendukung pengelolaan sarana dan prasarana 

secara efisien. 

● Fase 3: Pemantauan dan Evaluasi (12 bulan dan seterusnya): 

○ Melakukan evaluasi berkala terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana. 

○ Menyusun laporan penggunaan dan pemeliharaan yang transparan. 

○ Menyusun rencana tindak lanjut untuk pembaharuan atau perbaikan jika 

diperlukan. 

Tantangan dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

● Keterbatasan Anggaran: Pembiayaan pengadaan sarana dan prasarana dapat 

terkendala oleh keterbatasan anggaran, sehingga UPT harus mampu melakukan 

perencanaan yang efektif dan mencari sumber pembiayaan alternatif. 

● Perubahan Teknologi yang Cepat: Kemajuan teknologi yang pesat dapat menyebabkan 

sarana dan prasarana yang ada cepat usang. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan 

yang fleksibel untuk memastikan teknologi yang digunakan selalu up-to-date. 

● Koordinasi Antardivisi: Pengelolaan sarana dan prasarana sering melibatkan banyak 

pihak di dalam organisasi. Koordinasi yang baik antar divisi sangat penting agar kebutuhan 

sarana dan prasarana dapat dipenuhi secara menyeluruh dan efektif. 

Dengan perencanaan yang matang, pengadaan yang tepat waktu, serta pemeliharaan 

yang efisien, sarana dan prasarana akan mendukung produktivitas, kenyamanan, dan efektivitas 

layanan publik. Roadmap pengembangan sarana dan prasarana yang baik akan membantu 

mencapai tujuan organisasi secara berkelanjutan, meskipun tantangan yang dihadapi, seperti 

keterbatasan anggaran atau perubahan teknologi yang cepat, harus dikelola dengan baik. 

4.5. MANFAAT BAGI MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT 

Dengan perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan 

akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik, sehingga dapat 
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meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup. 

MANFAAT 

1. Meningkatkan Efisiensi: Perubahan ini diharapkan dapat membantu mengurangi birokrasi dan 

meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. 

2. Meningkatkan Efektifitas: Dengan perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas 

dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik, sehingga dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada masyarakat. 

3. Meningkatkan Akuntabilitas: Perubahan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik, sehingga dapat 

meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. 

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan: Dengan perubahan ini, diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat 

dan meningkatkan kualitas hidup. 

5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya: Perubahan ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan pengelolaan sumber daya, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas dalam pengelolaan sumber daya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 
Demikian Naskah Akademis Monumen Pers Nasional ini dibuat untuk penyesuaian perubahan 

dan keperluan pengelolaan dan pengembangan kelembagaan Monumen Pers Nasional, 

Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta 

diharapkan untuk adanya rekomendasi terkait langkah-langkah strategi komunikasi yang dapat 

dilakukan dengan stakeholder mengenai perubahan ini. 

 

 
 
 

 
Tim Penyusunan Naskah Akademik Monumen Pers Nasional 
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